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ABSTRAK 

AIERENE PUTRI, 202120251053, 2023. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum 
Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Dasar Hukum yang dijadikan sebagai landasan utama 
dalam Tesis ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 
Pemasyarakatan yang merupakan dasar penegakan hukwn, pelayanan serta 
pembinaan terkait dengan warga binaan masyarakat di dalam Lapas, selain itu 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga 
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan peraturan yang bertujuan 
untuk rnenjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lapas agar terlaksananya 
pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan, beserta mekanisme penjatuhan 
hukmnan disiplin. Dengan menggunakan penelitian kualitatif didukung dengan 
penelitian hukum normatif, dalam menjawab dua rumusan masalah yaitu: 
Bagaimana penerapan hukmn terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana 
kekerasan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan? Dan Bagaimana upaya 
penegakan hukmn terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam lembaga 
pemasyarakatan. Dari kedua nunusan masalah di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: Penerapan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Kekerasan Fisik/Penganiayaan di dalam Lapas diatur dalam Pennen 6/2013 tentang 
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang diatur 
dalam Pasal 9 ayat ( 4 ), selain itu jika terbukti bahwa tindakan pelanggaran tersebut 
merupakan Tindakan Pidana maka akan diserahkan kepihak berwajib. Sehingga 
dapat dikenakan ketentuan pada Pasal 351 sd 358 tentang Penganiayaan. Namun 
penerapan pidana tambahan terhadap pelanggaran Narapidana tersebut diatur dalam 
Pasal 70 bis KUHP, dan penerapannya sendiri dikenakan pidana tambahan yang 
dijalankan bersama-sama dengan pidana pokok yang sudah dijalani. Serta terkait 
upaya penegakan hukumnya di dalam Lapas berlaku 3 tahapan yaitu: Tahapan 
Fonnulasi, Tahapan Aplikasi, Tahapan eksekusi. Selain dari 3 tal1apan tersebut, 
terdapat juga upaya penegakkan hukum yang dibagi ke dalam 3 bagian yaitu upaya 
non penal (preventif) dan upaya penal (represif), dan upaya kuratif, hal ini 
terkandtmg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Kata Kunci: Kekerasan Fisik/Penganiayaan, Lapas, Narapidana 
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